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Abstract

The purpose of the study is those the role of participation and information systems in regional financial management
on the performance of regional governments. The Data Analysis Method uses an econometric approach in
formulating estimated effects between variables through OLS. While the mean score of the sub indicators uses
Quantitative Descriptive. Research results show: (1) Participation in the preparation of the APBD, shows a pattern of
positive relations between the level of participation and the public presentation of local governments. So that
participation is an important and a dominant aspect capable of encouraging the performance of local government,
(2) Regional Financial Management Information System, is a form of cutting down the bureaucratic flow in technical
management of regional finance, this research encourages the public presentation of regional government from
regional financial aspects. An influence of 38 percent, (3) participation in the preparation of APBD and technical
management of regional finance using the SIKD system, will positively support the increase in local government
performance by 85.9 percent.

Keywords: Participation, Regional Financial Management Information System, Local Government
Performance

PENDAHULUAN
Organisasi pemerintahan tidak mengakui kepemilikan (self interest) yang bisa memaksakan

pencapaian tujuan. Pemerintah Daerah tidak juga memprioritaskan faktor persaingan yang sering
digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. Disamping bahwa, pemerintah daerah tidak
memiliki ukuran yang pasti menggenai keberhasilan seperti dalam organisasi bisnis sehingga sulit untuk
menentukan tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Setelah diberlakukannya UU/22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU/32/2004 dan UU/25 1999 berikutnya direvisi kembali
menjadi UU/33/2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini telah
mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya untuk memberikan

layanan kepada masyarakat.

1 Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo
2 Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN
3 Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN
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Sementara itu, Mardiasmo (2002), menjelaskan beberapa misi yang terdapat dalam otonomi
daerah, Pertama, membentuk efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah. Kedua,
meningkatkan bobot layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan
menciptakan ruang untuk orang untuk berpartisipasi dalam perubahan dalam sistem manajemen
keuangan pemerintah. Otonomi kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dalam bentuk otonomi
luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sedangkan Fathillah, (2001). Menjekaskan bahwa Dalam kerangka akuntabilitas publik, pemerintah
daerah harus melakukan optimalisasi anggaran ekonomis, efisien, dan efektif (Value for Money) untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengalaman yang telah terjadi sejauh ini menunjukkan bahwa
manajemen keuangan daerah masih menjadi perhatian. Anggaran di daerah, terutama pengeluaran
daerah belum mampu bertindak sebagai insentif untuk mendorong laju pembangunan di daerah di sisi lain
banyak ditemukan mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan
tidak mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran
daerah relatif.

Penelitian yang dilakukan Kenis (1979), Brownell (1982), Brownell dan Mcclnnes (1986), Frucot dan
Shearon (1991), Indriantoro (1995), menemukan bahwa penganggaran dan partisipasi memiliki hubungan
positif. Partisipasi penganggaran adalah pendekatan yang umumnya dapat meningkatkan kinerja yang
pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor, 2007). adalah proses yang
menggambarkan individu yang terlibat di dalam penganggaran dan memiliki kuasa terhadap target
anggaran. Beberapa peneliti telah menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja
manajerial, namun bukti empiris atau pengalaman memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten
atau tidak cocok.

Menurut Kenis (1979), Brownell dan Mclnnes (1986) dan Indriantoro (1993) masalah yang berkaitan
dengan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, kinerja dan hal-hal lain, telah menjadi
pusat perhatian banyak peneliti, terutama dalam domain akuntansi perilaku.

Kondisi faktual dimana kualitas partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran masih
belum optimal selain itu dalam rangka mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah belum

tidak maksimal dilakukan melalui Sistem Informasi yang berkualitas. Sehingga ada beberapa upaya yang
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dilakukan Daerah, yang tercermin dalam Dokumen RKPD Tahun 2017 dengan sasaran “Terwujudnya
sistem pengelolaan dan manajemen pemerintahan daerah yang kredibel, akuntabel dan berwibawa”

Melalui informan kunci seperti Kepala Dinas, Sekertaris, dan Pimpinan OPD sampel penelitian,
bahwa Partisipasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah belum berjalan dengan maksimal hal tersebut
disebabkan antara lain: (1) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam musrembang, (2)
Kapasitas SDM masyarakat yang masih lemah dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran,
(3) Kapasitas SDM Pada Bidang Program belum sepenuhnya merata, (4) Belum maksimalnya infrastruktur
yang mendukung untuk sistem informasi keuangan daerah, (5) Kapasitas SDM Pengelola dan tingginya
ketergantungan dengan staf ahli.

Beberapa kondisi faktual diatas, dengan disertai dukungan beberapa penelitian yang telah dilakukan
di beberapa daerah, maka peneliti inggin lebih jauh mengkaji apakah ada dampak dalam menaikan
kemampuan Daerah jika adanya peningkatan pada Partisipasi maupun telah menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Sehingga peneliti bertujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan mengukur: pasrtisipasi, sistem informasi manajemen keuangan daerah, peransistem
sistem informasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan tanggungjawab yang dinilai
dengan uang, serta semua hal dalam bentuk uang atau barang yang digunakan sebagai kekayaan daerah
selama mereka belum dikendalikan oleh negara bagian atau wilayah yang lebih tinggi, dan pihak-pihak
lain dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fres, Niswonger dan Waren (1995) membuat arti anggaran sebagai berikut: "Anggaran adalah
pernyataan tertulis resmi mengenai resmi mengenai rencana pengelolaan untuk masa depan dan
perbandingan berkala hasil sebenarnya dengan tujuan. Berdasarkan pendapat diatas di simpulkan bahwa
anggaran merupakan penetapan tujuan spesifik bagi perbandingan hasil aktual dan masa depan dengan
tujuan secara berkala.

Mardiasmo (2000) menyebut salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur dengan
hati-hati adalah masalah mengelola keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah alat
kebijakan funtamentil bagi pemerintah daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menempati posisi

penting dalam upaya mengembangkan kemampuan dan keefektipan Pemerintah Daerah.
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Menurut Brownell (1986) keterlibatan dalam penganggaran, yaitu proses pengikutsertaan individu
akan dievaluasi, dan dapat diberi penghargaan berdasarkan pencapaian mereka pada target (sasara
dianggarkan di mana mereka terlibat dalam proses dan memiliki pengaruh dalam menentukan target
tersebut. Siegel dan Marconi (1989), menyampaikan keikutsertaan manajer dalam penganggaran akan
mengarah pada inisiatif bagi mereka untuk memberi ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan
rasa kepemilikan, sehingga kolaborasi antara anggota dalam mencapai tujuan juga meningkat. Dengan
demikian partisipasi dalam menyiapkan anggaran adalah cara yang efektif untuk menciptakan harmoni
dan tujuan dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi dengan tujuan keseluruhan
organisasi.

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan
memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan
kepada publik dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka perencanaan,
pelaksanaan serta pelaporan akuntabilitas. (PP Rl N/56/2005 : Pasal 1 ayat 15). Sedangkan Informasi
yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri adalah dalam konteks Laporan tentang Implementasi
Pemerintah Daerah di Sektor Keuangan (PP RI No. 56 tahun 2005: Pasal 2 ayat 2). Menceritakan
Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara periodik melalui dokumen tertulis dan media lainnya
(PP RI No. 56 Tahun 2005: Pasal 6).

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja adalah deskripsi tingkat pencapaian suatu kegiatan /
program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi terdapat dalam
perencanaan strategis suatu organisasi. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) membuat
rekomendasi kinerja sebagai berikut: "Pertunjukan adalah: (1) proses pertunjukan, (2) tindakan atau
pertemuan yang menarik, (3) presentasi sandiwara atau hiburan lainnya". Sementara dalam buku Modul
Pendidikan Auditor Sektor Non-Publik, menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian output (output) atau
dampak (outcome) yang diperoleh orang atau kelompok orang dalam organisasi yang melakukan kegiatan

atau operasi dalam rangka mencapai misi organisasi dan tujuan melalui melakukan serangkaian kegiatan.
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METODE PENELITIAN

1.

Populasi dan Sampel

Berarti seluruh Pegawai pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo yang berjumlah 24
OPD yang terdiri dari 10 Dinas, 7 Kantor, 3 Badan, 2 Sekretariat, Inspektorat dan PPKD. Sedangkan
sampel penelitian adalah kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang dan satu tingkat dibawah
kepala OPD yang berperan sebagai pengguna anggaran pada pemerintah Kabupaten
Yalimo.Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan

sampel nonprobabilitas yang memenuhi pertimbangan tertentu.

Definisi Operasional

Pengukuran variabel penelitian sesuai dengan aturan atau ukuran skala yang umumnya diterima

secara akademis, pemahaman operasional variabel adalah:

a. Kinerja Pemerintah Daerah. Merupakan kondisi dimana, adanya peningkatan Kinerja Daerah
melalui bentuk adanya kinerja akuntabilitas penyelenggaraan yang dinilai oleh lembaga
terkait. Selain itu juga, kinerja pemerintah daerah dari segi opini publik;

b. Partisipasi. Suatu keterlibatan seseorang atas pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab
di dalamnya. Partisipasi merupakan salah satu prinsip yang patut diperhatian dalam
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sistem Informasi Keuangan Daerah. informasi berbasis komputer yang memproses data
keuangan regional yang berkaitan dengan informsi transaksi dalam periode akuntansi dan

tersaji dalam bentuk laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan;

Pendekatan Ekonometrik

Pendekatan OLS dengan teknis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk
mencari tahu ada tidaknya hubungan ketergantungan dan arah hubungan ketergantungan antara
variabel bebas atau independen (X) dengan variabel terikat atau dependen (YY) apakah positif atau
negative. Dalam Ghozali, (2006) dijelaskan Estimasi dilakukan untuk menggambarkan pola
hubungan menjadi fungsi atau persamaan yang ada di antara variabel-variabel ini. Persamaan

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Y =a + b1X1 + b2 X2 + e
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Keterangan

Y = Variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah)

X1 = Variabel independen (Partisipasi dalam Penganggaran)

X2 = Variabel independen (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
A = Konstanta

b1, b2 = Kaoefisien regresi variabel bebas

e = Variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model

Setalah model persamsaan telah diperoleh, hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan wajib dilakukan
pengujian secara empiris kebenarannya, dengan melakukan pembuktian statistic melalui Uji
Hipotesis Secara Parsial (Uji-T). Uji t untuk mengecek signifikansi hubungan antara variabel X dan
Y, apakah variabel X1, dan X2 (motivasi eksternal dan motivasi internal) sangat mempengaruh
variabel Y (kinerja pegawai) secara individual atau parsial (Ghozali, 2006). Uji hipotesis yang
diterpkan dalam penelitian ini ialah, secara langsung melihat tingkat signifikansi hasil penelitian yang
berada pada ouput SPSS, ketentuan utama penerimaan dan penolakan hiotesa ialah pada besar

kecilnya hasil signifikansi pada tabel koefisien pada output SPSS.

PEMBAHASAN
1. Profil Responden Penelitian

Berdasarkan penetapan metodologi penelitian ini, telah ditetapkan beberapa fokus informan/key informan
dalam peneltian ini. Adapun fokus utama ialah kelompok SKPD dimana terdapat 17 responden yang
berhasil di lakukan pencatatan informasi melalui peneliti. Adapun rincian analisis deskripsi mengenai

responden sebagai berikut.
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94.12%
5.88%
Laki-Laki Perempuan
Gambar 1

Distribusi Menurut Jenis Kelamin
Sumber: Data diolah, 2017

Keseluruhan responden merupakan pegawai negeri di Pemerintah Daerah. Jumlah keseluruhan
responden sebanyak 17 responden. Dimana berdasarkan gambar diatas terbagi atas 7294,12 persen laki-
laki dan 5,88 persen perempuan. Berdasarkan keterwakilan antar gender dapat dikatakan belum terwakili
disebabkan kondisi dan situasi daerah. Dimana potret realitas bahwa posisi strategis masih dominan di
jabati atau diduduki oleh kaum laki-laki. Sehingga dalam penelitian ini, dominan bersumber dari

informan/key informan berjenis kelamin laki-laki.
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11.76% 11.76%11.76%

5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88%

37 38 40 42 44 46 47 49 50 52 58

Gambar 2
Distribusi Menurut Jabatan
Sumber: Data diolah, 2017

Jabatan responden memiliki peranan penting dalam penelitian ini. Kandungan kekayaan dan
informasi data dan informasi sangat penting dalam kerangka proses analisis selanjutnya. Jabatan seorang

responden menunjukkan kondisi kapasitas dan kapabilitas dari data dan informasi dalam penlitian ini.
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Realisasi responden yang berasal dari Pemerintah Daerah ialah dimana level kepala OPD terdapat 23,53
persen, selanjutnya level sekretaris dinas sebanyak 29,41 persen, adapun keterwakilan pelaksana teknis
di lingkup dinas yakni kepala bidang/kasubag terdapat 47,06 persen hal ini selanjutnya menjadi kelompok
jabatan terbesar dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini. Melalui kondisi data faktual diatas,
maka dapat di tarik suatu kondisi bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikatakan

cukup memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

41.18%

29.41%

17.65%

5.88% 5.88%

2 3 Gambar 3 5 6
Distribusi Menurut Lama Jabatan

Sumber: Data diolah, 2017

Dipahami bahwa lama jabatan seorang responden dapat mendukung responden dalam memahami
situasi dan isu-isu yang diangkat dalam penelitian. Sehingga keakuratan informasi dapat disebutkan valit
dan akurat. Pada bagian yang berbeda bahwa informan dalam kajian ini dominan pada level Kepala OPD.
Diketahui bahwa Pemerintah Daerah sesuai kondisi gambaran umum diatas bahwa disebutkan terbentuk
tahun 2008 dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya. Sehingga pada tahun 2017 saat ini kurang lebih
telah mencapai umur 10 tahun masa perjalanan pemerintahan daerah.

Diketahui bahwa realsisasi capaian perelohan data dan informasi dapat disajikan melalui posisi lama
jabatan, ternyata cukup banyak kelompok informan yang telah berada sejak awal pemerintah daerah
yalimo terbentuk, hal ini tentunya mendukung kualitas informasi yang ingin diketahui dalam penelitian

yang dilaksanakan saat ini.
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Gambar 4
Distribusi Menurut Usia
Sumber: Data diolah, 2017

Responden berdasarkan usia pada penelitian ini, dapat dikatakan dominan pada responden usia 38
tahun yakni sebanyakl1l,76 persen. Sedangkan responden usia 44 tahun sebanyak 23,53 persen,
responden dengan umur 49-58 tahun masing-masing sebanyak 5,88%. Berdasarkan kondisi faktual
responden diatas maka, keterwakilan informan dalam memberikan persepsi terkait kinerja pemerintah
daerah, partisipasi penganggaran, dan informasi keuangan daerah yang menjadi variabel-variabel utama
dalam penitian ini.

Melalui keseluruhan faktual responden dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa valid dan akurat
berdasarkan ruang ligkup sumber data. Sehingga peneliti merasa yakin untuk menjadikan keseluruhan
data dan informasi penelitian ini menjadi dasar dalam proses analisis lebih lanjut dan proses interpretasi
mendalam dalam menemukan kondisi sebab akibat maupun hubungan pengaruh yang mampu

mendorong terciptanya Kemampuan Daerah dalam manajemen keuangan daerah.

2. Hasil Analisis dan Informasi
Hasil pengukuruan data dan informasi memakai alat statistic IBM SPSS Version 24. Beberapa

pengungkapan hasil rumusan Regresi Linier berganda dalam penelitin ini disajikan sesuai dengan tabel
output SPSS. Adapun beberapa sajian tabel utama dalam analisis data ialah (1) Tabel Statistik Deskripsi,

(2) Tabel Model Summary, (3) Tabel Coefficients.
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Tabel 1. Statistik Desriptif Model Regresi Penelitian

Mean Std. Deviation N
Kinerja Pemerintah Daerah 29.7141 5.45351 17
Partisipasi 30.2285 4.20264 17
Sistem Informasi Keuangan Daerah 25.6192 4.71286 17

Sumber: Data diolah, 2017

Dalam penelitian diketahui menggunakan tiga variabel utama, antara lain Variabel Kinerja Pemeritah
Daerah sebagai variabel yang akan di estimasi, dan variabel partisipasi dan sistem informasi merupakan
vsariabel yang menjadi basis estimasi terhadap variabel terikat (Dependent Variavel).

Berdasarkan tabel diatas, dapat informasi bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai
mean sebesar 29.71, selanjutnya variabel partisipasi sebesar 30.22, sedangkan variabel sistem informasi
mendapatkan nilai mean sebesar 25,61. Kondisi ini diperoleh melalui 17 responden yang memberikan
persepsi mereka terhadap setiap item dalam pernyataan penelitian.

Tabel 2 Model Summary Regresi Penelitian

Change Statistics
Adjusted R Std. Error of R Square Sig. F
Model R R Square Square the Estimate Change F Change dfl df2 Change
1 6778 .859 .381 4.28916 459 5.933 2 14 .014

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Partisipasi
Sumber: Data diolah, 2017

Dalam rangka menemukan pola hubungan antara variabel terikat Kinerja Pemerintah Daerah dan
variabel bebas Partisipasi dan Sistem Informasi. Maka peneliti perlu melihat sejauh mana mengukur dan
mengetahui sisitivitas dan keakuratan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian
ini.

Tabel 2 ditas, terungkap bahwa variabel bebas partisipasi dan sistem informasi mampu menjelaskan
variabel terikat secara baik, pernyataan ini didukung dengan perolehan nilai R-Square sebesar 85,9
persen. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa, hanya sekitar 14,1 persen variabel terikat Kinerja
Pemerintah Daerah dapat diterangkan oleh variabel lainnya seperti kualitas pendidikan. Sehingga secara

simultan variabel bebas dalam riset ini baik untuk dijadikan salah satu model kinerja Pemerintah Daerah.
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Selain itu juga secara pengukuran statistik, pernyataan ini diperkuat dengan tambahan nilai tingkat
signifikansi sebesar 0,014 nilai ini lebih kecil dari standar probalitas yang ditentukan sebelumnya yakni
0,05 atau tingkat kesalahan 5 persen. Melalui kondisi faktual diatas, maka secara statistik terdapat
kecukupan variasi data yang mampu mengungkapkan kinerja pemerintah daerah menggunakan variabel
partisipasi dan sistem informasi. Sehingga model persamaan linier atau regresi linier berganda dalam
penelitian ini baik untuk dijadikan dasar analisis.

Tabel 3 Koefisien Regresi Penelitian

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 17.089 10.045 1.701 111
Partisipasi .740 .256 571 2.896 .012
Sistem Informasi Keuangan .381 .228 .329 1.671 117
Daerah

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber: Data diolah, 2017

Secara simultan terhadap hubungan yang positif antara varabel bebas dengan variabel terikat.
Sehingga model yang dihasilkan dari tabel koefisien mampu dijadikan salah satu bentuk model matematis
Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka secara uji teoritis bahwa telah sesuai
diamana hal ini ditunjukkan dengan pola tanda hubungan yang positif antara variabel.

Melalui sajian hasil penngukuran statistik diatas, maka dapat dirumusakan pola hubungan antara
variabel sebagai berikut: Kinerja Pemerintah Daerah = 17.089+ 0.740 (0.012) Partisipasi + 0.381
(0.117) Sistem Informasi. Secara simultan model ini dapat dikatakan baik dikarenakan memiliki tingkat
signifikansi hitung 0.05, kondisi serupa secara parsial dimana masing-masing variabel bebas memiliki
tingkat signifikansi 0,05 selain itu juga dikaji berdasarkan teoritis bahwa model ini sejalan dengan
ekspektasi dari kondisi pengungakapan teoritis dimanaa kedua variabel bebas memiliki pola positif
terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga secara parsial model ini layak untuk dijadikan
model.

Berdasarkan hasil signifikansi hasil perhitungan estimasi koefisien regresi berganda diatas, maka
dapat disumpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas pada penlitian ini HO (menolak) dan H1 (menerima)

pada keseluruhan variabel bebas. Hal ini diklarifikasi melalui hasil pengujian tingkat signifikansi dimana
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variabel bebas Partispasi (X1) memiliki hasil tingkat signifikansi 0.01 dibawah nilai probalitas 0.05 dan
kondisi serupa pada Sistem Informasi (X2) yang memiliki hasil tingkat signifikansi sebesar 0.117 dimana
lebih besar dari 0.05.

Tindak lanjut pola hubungan statistik secara sendiri-sendiri dapat dijelaskan terperinci pada untuk
masing-masing pola hubungan variabel bebas. Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka pola hubungan variabel
Partipasi (X1) memiliki pola positif yang mana menunjukkan apabila terjadi kenaikan tingkat partisipasi
staholders penganggaran mampu memberikan peluang terjadi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
(Y) sebesar 74, persen, sedangkan variabel Sistem Informasi (X2) serupa bahwa terdpat pola hubungan
yang positif dengan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dimana jika terjadi perubahan mekanisme
pengelolaan keuangan daerah melalui optimalnya informasi keuangan daerah mampu mendorong
terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 38,1 persen.

Berdasarkan perolehan hasil pengukuran koefisien regresi, maka model Kinerja Pemerintah Daerah
dominan dipengaruhi secara nyata oleh Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sehingga jika
diasumsikan bahwa, pada waktu mendatang terjadi pembenahan pada mekanisme pengelolaan
keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah, maka diyakini mampu memberikan efek
atau dampak yang berarti pada Kinerja Pemrintah Daerabh.

Kinerja Pemerintah Daerah dalam penelitian ini, lebih condong ke kinerja pengelolaan keuangan
daerah. Kerangka penelitian ini memberikan keyakinan bahwa sebernya peneliti memberikan harapan
besar terhadap partisipasi dan sistem informasi dalam mendorong terwujudnya kinerja pemerintah
daerah. Selanjutnya menjadi satu dari kabupaten di pegunungan yang mampu memberikan kontribusi
positif terhadap kinerja pengelonaan keuangan daerah di Provinsi.

Berdasarkan hasil pemgukuran secara statistik maupun ekonometrik dalam penelitian ini, diperoleh
sejumlah hasil rumusan nilai estimasi ke depan dalam upaya mengubah sistem pengelolaan keuangan
daerah. Transparansi merupakan prinsip dalam mengelola keuangan daerah maupun Negara, untuk itu
kepatutan ini perlu masuk dalam aktivitas penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa dugaan positif jika adanya peningkatan partisipasi
mampu mendorong terjadinya kinerja pemerintah daerah di kabupaten yalimo. Sejumlah stakeholder

kunci mengungkapkan bahwa keterwakilan masyarkat dan seluruh OPD yang ada mampu mendorong
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adanya peningkatan kinerja daerah.

Begitu pula dengan menkanisme pengelolaan sistem informasi keuangan daerah, stakeholder
sangat memberikan penilaian penting dalam kedudukannya bagi upaya peningkatan kinerja daerah.
Namun dengan kondisi kabupaten yang baru dimekarkan dan masih dalam kategori belia, masih terdapat
sejumlah peta persoalan yang perlu di tuntaskan secara bersama dalam kerangka meningkatkan sistem
informasi keuangan daerah dalam kerangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
secara akuntabel.

Beberapa stakeholder kunci memberikan suatu pandangan bahwa perlu pembenahan di beberapa
aspek (1) Kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, (2) Secara rutin menambah wawasan dalam hal
perubahan-perubahan perundang-undangan dan konsep-konsep pengelolaan keuangan daerah, (3)
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana manajemen keuangan daerah yang berbasis pada sistem
informasi di seluruh jajaran OPD maupun pada distrik dan kampung. Hal ini juga selaras dengan
sumbangsih ilmiah dalam mendukung pencapaian misi RPJMD pada misi Penataan Birokasi Dan
Pelayanan Publik.

Dalam menjawab tantangan tersebut, terdapat beberapa penemuan yang perlu di perhatikan sesuai
dengan fokus penelitian ini, antara lain aspek partisipasi penuh dalam penyusunan anggaran perlu
menjadi suatu prinsip yang selalu akan dipandang penting oleh setiap pemilik kepentingan di daerah ini.

Tabel 4 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Transparansi

No Upaya Mengejewantakan Rata-rata Skor
Transparansi

1 | Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD 3.76
Selama ini pendapat yang relevan selalu menjadi pertimbangan dalam pembahasan

2 4.00
anggaran dengan TAPD

3 | Turut Serta dalam penyunan Arah Kebijakan Umum 4.00

4 | Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DPA OPD 3.88
Keterlibatan Kepala dan sekertaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama

5 4.00
TAPD
Keterlibatan Kepala Bidang serta Staf instansi/lOPD dalam pembahasan anggaran

6 3.88
bersama TAPD

7 | Partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 4.06

Sumber: Data diolah, 2017
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Beberapa hal teknis yang perlu di perbaiki di kemudian hari melalui komitmen bersama yakni (1)
Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD, (2) Selama ini pendapat
yang relevan selalu menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran dengan TAPD, (3) Turut Serta
dalam penyunan Arah Kebijakan Umum, (4) Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
DPA OPD, (5) Keterlibatan Kepala dan sekertaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama
TAPD, (6) Keterlibatan Kepala Bidang serta Staf instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama
TAPD, (7) Adanya partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Beberapa hal teknis terkait partisipasi menjadi konsen dari informasi kunci atau sumber terpenting
dalam penelitian ini dimana rata-rata memberikan skor 3-4 skor ini memiliki makna bahwa responden
mengatakan hal ini penting dalam rangka meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran APBD. hal ini menandakan bahwa dalam kerangka mendukung kinerja pemerintah daerah
pada perspetif pengelolaan keuangan daerah perlu memahami dan mengejewantakan beberapa hal
teknis tersebut.

Tantangan lainnya ialah bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah dikelola
menggunakan mekanisme sistem sehingga keakuratan dan sistem pengendalian internal mampu di
ciptakan di kabupaten yalimo. Beberapa potret kondisi teknis yang mampu memberikan keuntungan bagi
Kabupaten yalimo menurut key informan yakni sebagai berikut: (1) Keterbukaan salah satu bentuk
kepatuhan terhadap regulasi, (2) Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah yang mudah di
akses oleh masyarakat, (3) Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo, (4) Mampu membuat
pencatatan laporan keuangan lebih efisien dan akurat, (5) Menyimpan data keuangan untuk keperluan
manajemen lainnya, (6) Menampilkan informasi dengan efektif dan efesien yang akan dipakai oleh

pengguna laporan, (7) Mendukung Akuntabilitas pelaporan.
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Tabel 5 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Sistem Informasi

No . Upaya Mengejewantakan Rata-rata Skor
Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 | Merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap regulasi 3.94

2 Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah mudah di akses 3.59
oleh masyarakat )

3 | Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo 3.82

4 | Mampu menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat 3.59

5 | Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya 3.47

6 Menampilkan informasi yang akurat secara efektif dan efesien yang 3.76
akan dipakai oleh pengguna laporan '

7 | Mendukung Akuntabilitas pelaporan di tingkat kabupaten 3.53

Sumber: Data diolah, 2017

Melalui perbaikan pada aspek partisipasi dan sistem informasi keuangan daerah, diharapakan
mampu memberikan perubahan kinerja pemerintah daerah terkait terciptanya singkronisasi antara
perencanaan dan penganggaran, Stigma bahwa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, SKPD secara rutin &
tepat waktu dalam pelaporan keuangan maupun program, Ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu
kegiatan dengan program yang telah ditetapkan, Realisasi anggaran & fisik sesuai dengan anggaran yang
telah ditetapkan, Adanya dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa hal tersebut
diyakini melalui perbaikan pada kedua instrumen keuangan daerah tersebut mampu mendorong adanya
perbaikan-perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditunjang dengan adanya opini key informan
memberikan respon antara 3-4 artinya ini penting untuk segera di tindak lanjuti karena memiliki beberapa

manfaat yang disebutkan pada sub indikator diatas.

KESIMPULAN

Partisipasi dalam penyusunan APBD, menunjukkan pola hubungan yang positif antara tingkat
partisipasi dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini perkuat dengan nilai pengaruh sebesar 74 persen
dan secara probalitas dapat dipertanggungjawabkan dengan perolehan hasil 0,12 lebih kecil dari standar
0,05. Sehingga partisipasi merupakan aspek penting dan dominan mampu mendorong terciptanya kinerja
Pemerintah Daerah.

Sistem Informasi Keungan Daerah, merupakan bentuk pemangkasan alur birokrasi dalam

pengelolaan teknis keuangan daerah, penelitian ini mengahasilkan kerangka mendorong terciptanya
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kinerja pemerintah daerah dari aspek keuangan daerah, maka SIKD mampu memberikan pengaruh
sebesar 38 persen.

Menunjukkan bahwa, jika partisipasi dalam penyusunan APBD dan teknis pengelolaan keuangan
daerah menggunakan sistem SIKD, positif akan memberikan dukungan kenaikan kinerja Pemerintah

Daerah sebesar 85,9 persen.
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